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BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG

Menimbang :

Mengingat : 1.

2.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

a. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan
baik sumber alam didalam dan atau permukaan untuk
dimanfaatkan guna membiayai kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan;

b. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah

merupakan kewenangan pemerintah provinsi guna lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
prinsip pemerataan dan keadilan, diperlukan upaya untuk
penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaiman diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 perlu pengaturan tentang pajak mineral bukan
logam dan batuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak mineral bukan
logam dan batuan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);
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3. Undang-undang nomnor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Perturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal |

Ketentuan dalam ayat (4) Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

1) Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai Jual
hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan

2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/ Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau
harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan

3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga Standar
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI
PEJABAT PARA F!
BAGIAN l‘(

HUKUM

STAF AHLI BUPATI
BIDANG HUKUM '
DAN POLITIK ]

INSPEKTORAT w

Diundangkan di Buol
pada tanggal , 3 pesember

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABYPATEN BUOL

ditetapkan di Buol
pada tanggal, 3 osember 2018
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